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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Kinerja Anggaran pada Kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas
Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2017-2019”. Tujuan dari penelitian ini adalah
untuk menganalisis Kinerja Anggaran Pada Kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas
Ketenagakerjaaan Kota Palembang Tahun 2017-2019. Hal yang menjadi permasalahan
pada penelitian ini adalah bagaimana kinerja anggaran pada perjalanan dinas di Dinas
Ketenagakerjaan Kota Palembang apakah baik atau tidaknya anggaran tersebut digunakan
sesuai dengan prinsip dan tujuan dari perjalanan dinas, sehingga hal tersebut perlu diteliti
dengan mengguakan teori Value For Money Mardiasmo. Pada teori tersebut menjelaskan
bagaimana pengelolaan organisasi terkhusus anggaran yang berdasarkan tiga elemen utama
yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Metode yang digunakan melalui pendekatan
kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dari penelitian ini,
kinerja anggaran pada perjalanan dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tahun
2019 adalah tahun yang memiliki nilai lebih ekonomis dibanding tahun — tahun
sebelumnya. Kemudian pada tahun 2018 dengan nilai 94.69% adalah tahun yang nilai
efisiensinya lebih efisien dibanding tahun sebelum dan setelahnya. Adapun untuk nilai
efektivitas, pada tahun 2019 adalah tahun yang memiliki nilai 94.61% yang berarti efektif
dan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, memiliki nilai lebih efektif. Hasil
penelitian ini merekomendasikan bahwa kegiatan yang dilakukan hendaknya Dinas
Ketenagakerjaan kota Palembang melakukan penghematan akan biaya-biaya operasional
pada perjalanan dinas yang dilakukan, dan perjalanan dinas yang dilakukan diharapkan
dapat menghasilkan ouput dan input yang lebih maksimal demi menghasilkan outcome
yang maksimal dan baik.
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Pembhi

Pembimbing 2

—

Dwi Mirani, S.IP.,M.Si.
NIP.198106082008122002

Indralaya, April 2021
Ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

: 4
v/,10810 72()
e &

Fisip

vii



ABSTRACT

This title of the research is “Budget Performance on Official Work Travel in
Employment Agency of Palembang City in 2017-2019”. This research aims to analyze
budget performance on official work travel in employment agency of Palembang city in
2017-2019. The background thing on this research is how budget performance on official
work travel in employment agency of Palembang city in 2017-2019, is that good enough or
not that budget that used withing Mardiasmo Value For Money theory. In that theory
explained how to manage organization especially on budgeting based on three elements,
there are economy, efficiency, and effectiveness. The method that used through descriptive
qualitative approach. Based on the result which is conducted on this research, budget
performance on official work travel in employment agency of Palembang city from
economy value, that 2019 had more economic that the previous years. Then on efficiency
value, 2018 with 94.69% score had more efficiency than previous year and the year after.
As for in 2019 was more effective then two years before, with 94.61% score on
effectiveness value. The results of this research recommended employment agency of
Palembang city when do official work travel, all the activities that will be held should do

saving budget and expected to produce maximum of output and input for the sake of
producing more and good outcome later.

Keywords : Budget Performance, Official Work Travel, Value For Money
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi
masyarakat yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas
pembangunan. Menurut Pasal 1 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara, bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai
Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundang — undangan. Berdasarkan Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara Pasal 11, Pegawai ASN bertugas :
1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian

sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang — Undangan
2. Memberi pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun peran ASN tertuang dalam pasal 12 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014
bahwasannya Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana dan pengawasan
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui
pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi

politik serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).



Salah satu rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan prinsip selektif,
ketersediaan anggaran dan kesesuaian, efisien serta akuntabilitas, dilakukan sebuah
rangkaian kerja yang dinamakan Perjalanan Dinas. Perjalanan Dinas adalah perjalanan
yang dilakukan melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan asal
instansi ke tempat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kedinasan yang tidak
bersifat rutinitas dan kembali ketempat kedudukan semula. Dalam pelaksanaan
Perjalanan Dinas diperlukan Surat Perintah Tugas (SPT) yang berupa dokumen yang
menjadi dasar pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas. Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) merupakan perangkat daerah pada pemerintah kota selaku pengguna
anggaran atau pengguna barang. Adapun Pengguna Anggaran (PA) atau Kepala SKPD
menerbitkan dokumen berupa Surat Perjalanan Dinas (SPD) dalam rangka pelaksanaan
Perjalanan Dinas bagi pejabat, PNS/CPNS serta pegawai tidak tetap untuk
melaksanakan Perjalanan Dinas.

Pelaksanaan Perjalanan Dinas tentu memerlukan biaya dan menjadi beban dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat bahwa biaya Perjalanan
Dinas bersumber dari uang rakyat maka setiap rupiah yang dikeluarkan dalam
pelaksanaan Perjalanan Dinas haruslah sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi
kaidah — kaidah pengelolaan keuangan negara. Perjalanan Dinas diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK05/2012 Tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap.
Perjalanan Dinas dibebankan pada APBN dengan memperhatikan prinsif selektif,
ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementrian
Negara/Lembaga, efisiensi penggunaan belanja negara, akuntabilitas pemberian
perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas serta pembebanan biaya. Tujuan peraturan ini

adalah agar PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas, diwajibkan menyampaikan



seluruh pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas atas dasar at cost atau segala

pengeluaran didasarkan atas jumlah pengeluaran yang sesungguhnya (real cost). Biaya

Perjalanan Dinas yang bersumber dari negara harus dipertanggungjawabkan sesuai

dengan hak dan kewajiban yang diemban. Perjalanan Dinas adalah perihal bepergian

dari suatu tempat ke tempat yang lain karena bekerja. Dalam pelaksanaannya,

karena perpindahan tersebut memerlukan biaya — biaya maka kepada pegawai

diberikan fasilitas perjalanan dinas berupa uang harian, uang transportasi, dan

penginapan (jika diperlukan). Pada prinsipnya, fasilitas tersebut merupakan biaya

karena tidak bersifat menambah penghasilan(Swandana,2017). Komponen biaya

perjalanan dinas telah diatur dalam PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan

Pegawai Tidak Tetap pasal 8 yang menjabarkan biaya perjalanan dinas jabatan.

Komponen biaya perjalanan dinas jabatan terdiri dari:

1. Uang harian, terdiri atas uang makan, transpor lokal, dan uang saku

2. biaya transpor, terdiri atas Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat
tujuan keberangkatan/kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/
pelabuhan keberangkatan, dan retribusi yang dipungut

3. biaya penginapan yaitu biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau
tempat menginap lainnya

4. uang representasi yang dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon
| dan pejabat eselon Il

5. sewa kendaraan dalam kota untuk pejabat negara yang sudah termasuk biaya
untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak

6. biaya menjemput /mengantar jenazah.



Besaran biaya untuk masing — masing komponen biaya perjalanan di atas diatur
dalam bentuk peraturan menteri keuangan tentang standar biaya masukan untuk
setiap tahun anggaran.

Kota Palembang adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang
merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah setelah Medan. Terpilihnya kembali
H. Harnojoyo selaku Walikota Palembang, membentuk sebuah visi pembangunan kota
Palembang sampai dengan tahun 2023 berupa “PALEMBANG EMAS
DARUSSALAM 2023”. Emas yang menjadi visi mengandung makna Elok Madani,
Aman dan Sejahtera sedang Darussalam mengandung arti kota Palembang menjadi kota
yang Aman, Damai, Tentram, Makmur dan Sejahtera serta adanya harmoni antara
kehidupan manusia dan alam. Bertujuan dengan visi misi kota Palembang, untuk
melakukan pembangunan kota Palembang, terbentuklah Dinas Ketenagakerjaan
(Disnaker) kota Palembang sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah. Ketenagakerjaan di kota Palembang merupakan bagian tak terpisah
dari pembangunan kota Palembang yang tidak terpisah dari pembangunan regional
Sumatera Selatan Dan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Walikota
Palembang Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Palembang, Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan
prinsip sebagai berikut :

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan

2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perjalanan Dinas

3. Efisien penggunaan belanja daerah, dan

4. Akuntabilitas pemberian perintah Perjalanan Dinas.



Perjalanan Dinas sendiri terbagi tiga meliputi; Pejalanan Dinas Daerah, Perjalanan
Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri. Setiap Perjalanan Dinas
tersebut memiliki ketentuan pola pelaksanaan dan pembiayaan dalam pelaksanaannya.
Apabila dalam pelaksanaannya tidak berpedoman dengan kaidah — kaidah yang telah
diatur, maka prinsip dan tujuan awal dari terlaksananya Perjalanan Dinas dapat
terabaikan dan mendapatkan kendala — kendala kedepannya. Perjalanan Dinas
dilakukan dalam rangka :

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan

2. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya

3. Mengikuti pendidikan dan pelatihan

Dapat dikatakan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dengan terlaksananya
Perjalanan Dinas bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kinerja dari dinas
tersebut demi terlaksananya pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya bidang
ketenagakerjaan.

Tabel 1.1 Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang

Tahun Anggaran(Rp) Realisasi Penyerapan(%)
Anggaran(Rp)
2017 3.563.606.401 3.289.794.988 92.32
2018 4.453.606.401 4.210.477.444 94.54
2019 6.147.000.000 5.460.564.450 88.83

Sumber Laporan Keuangan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang Tahun 2017-2019
Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat jika Anggaran Dinas Ketenagakerjaan Kota
Palembang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 sebesar
Rp.3.563.606.401, pada tahun 2018 sebesar 4.453.606.401 dan pada tahun 2019
sebesar 6.147.000.000. Adapun untuk realisasi anggarannya sendiri pada setiap
tahunnya hampir menyentuh angka 100 dalam penyerapannya. Akan tetapi, pada tahun

2019 realisasi penyerapan anggarannya menurun dari tahun 2018 dengan besaran



persentase 5.71%. Secara Kkeseluruhan penyerapan anggaran pada Dinas
Ketenagakerjaan Kota Palembang sudah baik karena hampir menyentuh angka 100.
Dalam laporan kemajuan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang,
memuat rincian program/kegiatan yang menggunakan anggaran dari Dinas
Ketenagakerjaan kota Palembang itu sendiri. Salah satu program/kegiatan yang
dilakukan oleh Disnaker Kota Palembang adalah Rapat — Rapat Koordinasi dan

konsultasi ke Luar daerah atau lebih dikenal dengan Perjalanan Dinas.

Tabel 1.2 Realisasi Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas di Dinas Ketanagakerjaan

Kota Palembang

Tahun Anggaran(Rp) Realisasi Penyerapan(%)
Anggaran(Rp)
2017 440.077.000 439.034.787 99.76
2018 584.000.000 581.448.975 99.56
2019 700.000.000 626.283.753 89.47

Sumber Laporan Kemajuan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang

Berdasarkan tabel 1.2, dapat dilihat besaran anggaran dan realisasi anggaran dari
kegiatan Perjalanan Dinas. Sama halnya dengan Anggaran global/keseluruhan Dinas
Ketenagakerjaan Kota Palembang yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan,
anggaran untuk kegiatan Perjalanan Dinas pun demikian. Penyerapan anggaran yang
baik karena sudah mendekati angka 100 setiap tahunnya, tapi pada tahun 2019
mengalami penurunan persentase sebesar 10.09%. Pada tahun 2018 realisasi
anggarannya sebesar Rp.581.448.975, sedangkan pada tahun 2019 realisasi
anggarannya sebesar Rp.626.283.753 yang jelas peningkatannya cukup signifikan
karena anggaran untuk perjalanan dinas naik dari tahun — tahun sebelumnya. Akan
tetapi, persentase realisasi anggarannya menurun, padahal anggaran yang ada untuk

Perjalanan Dinas selalu membesar tetapi penyerapannya turun cukup signifikan.



Tabel 1.3 Pagu Anggaran Kegiatan Perjalanan Dinas

Tahun Pagu Anggaran Pagu Anggaran
Sebelum Setelah Penambahan(Rp)
Perubahan(Rp) Perubahan(Rp)
2018 400.000.000 584.000.000 184.000.000
2019 500.000.000 700.000.000 200.000.000

Sumber Laporan Kemajuan Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang
Adapun pada pagu anggaran yang menunjukkan peningkatan penambahan cukup
signifikan, terutama pada tahun 2019 sebesar Rp.200.000.000. Pada tahun 2018
sebesar Rp.184.000.000. Perubahan pagu yang cukup signifikan ini mengindikasi
bentuk pemborosan dalam kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota
Palembang.

Pada organisasi sektor publik, kinerja adalah gambaran suatu pencapaian dari
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, Visi
organisasi. Sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, Kkinerja keuangan
sendiri merupakan hal yang menjadi isu yang menarik lagi penting di organisasi sektor
publik. Jalannya pemerintahan dituntut untuk mengasilkan kinerja keuangan yang baik
tanpa adanya hal — hal yang dianggap bisa merugikan dalam penggunaan anggaran
yang mana bersumber dari uang rakyat (APBN/APBD). Tuntutan untuk terlaksananya
good governance dan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, diharapkan
dapat mengurangi ataupun menghentikan terjadinya penyelewengan dana, pemborosan
dan dapat terdeteksinya program — program/kegiatan yang tidak layak secara prinsip
ekonomis. Alat yang dapat digunakan untuk menilai suatu pertanggungjawaban dari
instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangannya dengan melakukan
perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan
pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari sisi

input, output, outcome, impact dan kemanfaatannya(Ardila & Putri, 2015). Untuk



menilai kinerja anggaran dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang dapat

memperhatikan Value For Money dalam pelaksanaannya.

Value For Money dalam buku yang ditulis oleh Mardiasmo (2018:142) adalah
sebuah alat ukur untuk menimbang pengelolaan keuangan daerah yang menerapkan
prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ketiga prinsip tersebut dijabarkan sebagai
berikut :

1. Ekonomi : Menggunakan input berdasarkan dengan penentuan mutu dan jumlah
pada nilai terendah. Halnya ekonomi merupakan komparasi antara input dengan
harga input. Ekonomi mengaitkan pada kemampuan organisasi sektor publik
dengan input resource yang serendah — rendahnya yaitu tmenjauhi pengeluaran
yang tidak perlu dan berlebihan.

2. Efisiensi : Penerimaan output yang sebesar - besarnya pada input tertentu. Pada
prinsip efisiensi membandingkan input dengan output berdasarkan standar kinerja
yang ada.

3. Efektivitas : Menginginkan ketepatan nilai pencapaian hasil kegiatan dengan
rencana yang telah dibuat sebelumnya. Pada efektivitas membandingkan antara
outcome dengan output yang ada.

Pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas dalam rangka pelasanaan tugas dan fungsi,
pelaksanaan rapat, seminar dan sejenisnya dan mengikuti pendidikan dan pelatihan
diharapkan penggunaan anggaran yang dapat baik dan profesional, supaya terjadi
kesesuaian penggunaan anggaran yang proposional sehingga terwujudnya
kegiatan/program yang dapat memberikan kegunaan baik bagi masyarakat, terutama
pada bidang ketenagakerjaan. Hal inilah yang mendasarkan setiap program /kegiatan
yang menggunakan anggaran harus bersesuaian dengan prinsip Value For Money.

Penyerapan anggaran yang maksimal bukan hanya salah satu indikator kinerja



anggaran dapat dikatakan baik, akan tetapi juga dengan penggunaan anggaran yang
tepat guna sesuai rencana penggunaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan
prasarana yang mendukung dalam pencapaian pada kegiatan Perjalanan Dinas di
Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang serta berapa banyak kunjungan yang
merupakan penunjang untuk menilai baik tidaknya kinerja anggaran pada kegiatan
tersebut. Supaya terwujudnya prinsip dan tujuan dari Perjalanan Dinas, diperlukan
suatu pengukuran Kkinerja anggaran yang bersesuaian. Berdasarkan uraian
permasalahan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul ’Kinerja
Anggaran Pada Kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang
Tahun 2017-2019”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah
yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kinerja Anggaran pada
Kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tahun 2017-
2019”.
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Kinerja Anggaran Pada
Kegiatan Perjalanan Dinas di Dinas Ketenagakerjaaan Kota Palembang Tahun 2017-

2019.
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D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai kajian yang bernilai guna untuk
akademisi yang hendak melanjutkan penelitian ini dalam studi — studi limu
Administrasi Publik, tersendirinya pada konsentrasi Keuangan Negara.

b. Manfaat Praktis
Menggunakan penelitian ini, mampu memberikan masukan dan informasi yang
bermanfaat bagi Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tentang Kinerja Anggaran
yang bersesuaian dengan prinsip Value For Money, supaya dalam pelaksanaan
penggunaan anggaran pada kegiatan Perjalanan Dinas dapat berjalan lebih baik dan
mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang mengacu pada prinsip

ekonomis, efisiensi dan efektivitas.
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